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ABSTRACT 

In order to achieve good governance, the government continues to make efforts to improve 

the administrative system as a whole and applying state budget goal clarity accordance with 

the purposes of the budget and to realize that a good managerial role. Thus, the influence of 

participation in budgeting and budget goal clarity and managerial leadership roles working 

unit is concerned in improving government performance. 

This research is quantitative research, which will examine the effect of budgetary 

participation and budget goal clarity and managerial roles of financial managers on the 

performance of the local government area of the province of Bengkulu. The population in 

this study were all SKPD in Bengkulu province consisting of 43 on education, in which 

questionnaire distributed in each of the 3 leaders representing every subdivision, in order to 

obtain 129 samples. 

Based on this research, it was found that, participation in the budget significantly affect the 

performance of the government with a significant value of less than 0.05, ie 0.000. Similarly, 

the budget goal clarity variables have a significant influence on the performance of the 

government with significant value of 0.007, while the role of managerial variables do not 

significantly affect the performance of the government, with a value significantly greater 

than 0.05, which is 0.624. Simultaneously, participation in the budget, the budget goal 

clarity and managerial roles have a significant influence on the performance of the 

government. 

 

Keywords: Participation in the budget, the budget goal clarity, managerial roles  and 

performance 

 

I. PENDAHULUAN 

Proses penganggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak. 

Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran pimpinan satuan kerja 

dalam melaksanakan satuan program atau bagian dari program. Penganggaran memerlukan 

kerjasama para pimpinan satuan kerja dalam organisasi pemerintahan. Struktur organisasi 

satuan kerja menunjukkan tanggungjawab setiap pelaksana anggaran. Setiap pelaksana 

bertanggungjawab untuk menyiapkan dan mengelola elemen anggarannya masing- masing. 

Agar pelaksanaannya berjalan efektif, para pelaksana berpartisipasi untuk merencanakan 

anggaran, yaitu sejauh mana partisipasi atau peran serta dalam penyiapan anggaran. Dalam 

penyusunan anggaran dibutuhkannya partisipasi dari setiap anggota karyawan. Partisipasi 

Penyusunan Anggaran merujuk pada tingkat dimana para manajer berpatisipasi dalam 

pembuatan anggaran. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, 

interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan dari organisasi. 



Rahmi Nur Emilia, Willi Abdillah, Abdullah 

 

274 

Partisipasi dalam penganggaran dan kejelasan sasaran anggaran yang serta peran 

manajerial pimpinan satuan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah 

secara keseluruhan. Para bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai 

perhatikan adalah wujud pencapaian kinerja. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Bengkulu 

dipilih sebagai penelitian dengan pertimbangan adanya capaian kinerja instansi secara 

keseluruhan. Apakah hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh partisipasi dalam 

penganggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelola keuangan 

daerah. Berdasarkan alasan diatas penelitian ini ingin menguji tentang Pengaruh partisipasi 

dalam penganggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelola 

keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengambil lokasi penelitian 

pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.   

 Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah partisipasi dalam penganggaran berpengaruh 

terhadap kinerja Pemerintah Daerah? 2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja Pemerintah Daerah? 3. Apakah peran manajerial pengelola keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah? Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan pokok yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis : 1. Pengaruh partisipasi dalam anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah. 

2.  Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah. 3. Pengaruh 

peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Agency Theory 

Teori yang mendasari penulisan ini adalah teori agensi. Menurut Jensen & Meckling (1976) 

dalam Ujiyantho (2007) menyatakan hubungan keagenan merupakan "Sebuah 

kontrak antara manajer atau pemerintah (agent) dengan  investor atau rakyat 

(principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan  agen terjadi karena agen 

tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal...". 

Menurut Hendriksen (2005) dan Scott (2003) dapat digambarkan bahwa hubungan 

rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan 

yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang 

menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi 

kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan 

rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme 

pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan 

tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus 

mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

Prospect Theory 

Berdasarkan Prospect theory yang dikembangkan oleh Kahnerman dan Tversky (1979) 

memungkinkan seseorang untuk membuat pilihan dalam situasi di mana mereka harus 

memutuskan antara alternatif yang melibatkan risiko, misalnya dalam keputusan keuangan. 

Prospect theory menggambarkan bagaimana individu mengevaluasi potensi kerugian dan 

keuntungan. Seseorang akan memutuskan untuk mendukung dan berperan aktif dengan 

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh sebagai kerugian atau keuntungan yang lebih 

besar. 
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Anggaran 

Ada beberapa pengertian mengenai anggaran. Anthony dan Govindarajat (2005) 

menyatakan anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian dalam 

organisasi. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran 

mempunyai empat unsur yaitu : 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan yang 

akan dilakukan di masa yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam unit moneter. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang. 

Sementara Schief dan Lewin, 1970; Welsch, Hilton, dan Gordon, 1996 dalam 

Ikhsan dan Ane (2007) mendefinisikan anggaran sebagai berikut : ”Anggaran adalah elemen 

sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian 

agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan sfisien. 

Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah 

target yang akan dicapai oleh para manajer. Menurut Mulyadi dan Jhony Setiawan (1999), 

sebelum menyusun anggaran, perusahaan hendaknya mengembangkan suatu rencana 

strategis yang mengidentifikasikan strategi yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, 

setelah mengembangkan strategi yang perlu dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

menerjemahkan strategi tersebut ke sasaran jangka panjang dan jangka pendek.  

 

Proses  Penyusunan Anggaran  

Govindarajan (2000) menjelaskan bahwa penyusunan anggaran sebaiknya memiliki 4 

(empat) sasaran yaitu : 

1. Penyesuaian dengan rencana stategis 

2. Membantu koordinasi aktifitas dari beberapa bagian organisasi 

3. Menugaskan pertanggungjawaban bagi manajer 

4. Memperoleh komitmen sebagai dasar evaluasi kinerja manajer 

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi dalam 

4 tahap (Herminingsih, 2009), yaitu 

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara. 

2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. 

3. Penyusunan RAPBD. 

4. Pembahasan dan Penetapan APBD. 

 

Partisipasi dalam Penganggaran 

Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah suatu proses yang didalamnya terdapat individu 

yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan di 

evaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Groweel, 1982 

dalam Puput, 2007). Pengertian partisipasi dalam penganggaran secara lebih terperinci 

disampaikan oleh Milani (1975) dalam Herminingsih (2009) yaitu : 

1. Seberapa jauh anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para manajer. 

2. Alasan- alasan para atasan pada waktu anggaran dalam proses revisi. 

3. Frekuensi menyatakan inisiatif, memberikan usulan dan atau pendapat tentang anggaran 

kepada atasan tanpa diminta. 

4. Seberapa jauh manajer merasa mempunyai pengaruh dalam anggaran final 

5. Kepentingan manajer dalam kontribusinya pada anggaran. 

6. Frekuensi anggaran didiskusikan oleh para atasan pada waktu anggaran disusun. 

 

Kejelasan Sasaran Anggaran 

Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah 

dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab 
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untuk memenuhinya. Locke (1968) dalam Philipus (2011) menyatakan bahwa 

menentukan sasaran tertentu adalah lebih produktif dibandingkan tidak menentukan tujuan 

dan mendesak pegawai untuk melakukan hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Kenis 

(1979) dalam Darma (2004) & Halim (2007) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

menggambarkan luasnya anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta 

dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Selanjutnya, 

dikatakan bahwa tujuan yang jelas akan mengatur perilaku. 

 

Kinerja Pemerintah Daerah 

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Dengan mengadopsi pendapat Mahsun diatas, kinerja pemerintah daerah adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah daerah yang tertuang dalam strategic 

planning. Mahsun (2009) menyebutkan indikator kinerja bahwa indikator kinerja 

pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dan akan menguji pengaruh partisipasi 

anggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta peran manajerial pengelola keuangan daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian pengujian hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam 

bentuk hubungan antar variabel. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat Eselon II, III dan IV yang ada di 43 

SKPD Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 1.039 pejabat. Menurut Sugiyono (2007: 62), 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan 

sampel penelitian ini yaitu pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas, eselon III yaitu Kabid 

Keuangan dan eselon IV yaitu Kasubdin Keuangan di lingkungan SKPD Provinsi Bengkulu. 

Metode pengambilan sampel yaitu (purpossive sampling) atau kriteria tertentu, disetiap 

SKPD disebarkan sebanyak 3 kuesioner. Pertimbangan tersebut dipergunakan karena : 

1. Pengguna dan Kuasa Pengguna anggaran/ barang dipegang oleh pejabat struktural 

tertinggi dalam SKPD sehingga bertanggung jawab dan yang mengambil kebijakan-

kebijakan pada unit kerjanya masing- masing. 

2. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas menyusun 

Rencana Kerja Anggaran-SKPD dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD 

terlibat dalam proses penyusunan anggaran, kepala SKPD dapat melimpahkan sebagian 

wewenangnya kepada kepala unit kerja pada SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran/ 

Kinerja Karyawan 

Pemerintah Provinsi 

Bengkulu 

 

 

Partisipasi Anggaran 

Kejelasan Sasaran Anggaran 

Peran Manajerial 
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kuasa pengguna barang. Kewenangan kepala SKPD dilimpahkan kepada satu tingkat 

dibawah kepala SKPD. 

3. Keterwakilan dari peran manajerial atau pimpinan telah mencakup pada Pejabat eselon 

II, III dan IV.  

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Partisipasi dalam Penganggaran 

Partisipasi dalam Penganggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu 

dalam proses penyusunan anggaran. Instrumen untuk mengukur variabel partisipasi dalam 

penganggaran mengadopsi pendapat Millani (1975) dalam Herminingsih (2009) 

Kejelasan Sasaran Anggaran 

 Kejelasan sasaran anggaran ini mengukur sejauh mana anggaran di alokasikan, 

apakah sesuai dengan sasaran anggaran yang dibuat dan sesuai tidak dengan kejelasannya. 

Ada 8 (delapan) item pertanyaan yang digunakan yaitu : kejelasan sasaran anggaran dilihat 

dari input, output dan income; ukuran kinerja; format yang mudah dipahami; tujuan dan 

sasaran jelas; besaran anggaran; manfaat dan hasil; transparasi dan akuntabilitas; pendapatan 

terukur dengan rasional; prinsip-prinsip anggaran telah dipenuhi 

Peran Manajerial 

 Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah adalah suatu peran yang dilakukan oleh 

pejabat pengeloala keuangan daerah untuk mendorong dan memotivasi bawahannya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Instrumen untuk mengukur variabel ini antara lain pengarahan 

manajerial, penjelasan cara pengerjaan, meminta saran, menjelaskan hasil keputusan, 

memonitor, memberikan motivasi. 

Kinerja Pemerintah Daerah 

 Kinerja Pemerintah Daerah adalah prestasi kerja yang dicapai pemerintah daerah 

dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel ini adalah instrumen digunakan oleh Verbeeten (2008). 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini  dilakukan 

pada bulan Maret. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam jangka waktu selama seminggu. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang 

dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden. Kuesioner didistribusikan 

langsung, satu minggu setelah dikirimkan diambil kembali. Pengiriman dan pengambilan 

kuesioner yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk memperoleh tingkat 

pengembalian kuesioner yang tinggi.  

 

Tehnik Analisis 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptik, regresi linear. 

 

Uji Kualitas Data 

Pengujian reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan One Shot atau 

pengukuran sekali saja dan untuk menguji realibilitas dilakukan dengan uji statistik 

Cronbach’s Alpha Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali 2011).  Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa masing- masing pertanyaan akan terklarifikasi pada variabel- variabel yang telah 

ditentukan (construct validity). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis. 
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Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan 

sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3  

Keterangan: 

Y   = Kinerja Pemerintah Daerah 

X1 = Partisipasi dalam Penganggaran 

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran 

X3 = Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah 

β1  = koefisien regresi partisipasi dalam penganggaran 

β2  = koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran 

β3  = koefisien regresi peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah 

α    = konstanta 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Sampel Penelitian 

Penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner ke SKPD 

Pemerintah Provinsi Bengkulu, data kuesioner terlihat pada tabel 3.1,  penyebaran dilakukan 

pada tanggal 1 Maret s/d 22 Maret 2013, dengan jumlah kuesioner sebanyak 129. Dari 129 

kuesioner yang dibagikan terdapat 80 kuesioner yang kembali, sehingga tingkat 

pengambilan di setiap satuan kerja dilakukan selama 2 minggu setelah kuesioner dibagikan.  

 

Karakteristik Responden 

Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja, umur dan 

pelatihan yang pernah diikuti dari masing-masing pegawai. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin responden yaitu laki-laki sebanyak 69 Orang dan perempuan 

sebanyak 11orang. Dilihat dari kuantitasnya pegawai Pria lebih mendominasi pada jabatan 

sebagai pejabat eselon II, III dan eselon IV di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu 

karena dari 80 orang pegawai sebagai responden, 86,25 % adalah pegawai dengan jenis 

kelamin laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S1 (75%) dan 25% S2. Berdasarkan 

usia diatas 40 tahun yaitu 60 %, sedangkan usia tertinggi kedua adalah 36-40 tahun yaitu 30 

%, selebihnya menyebar pada usia 31-35 yaitu 10 %, kemudian usia 26 – 30 tahun yaitu 0 

%. Berdasarkan masa kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja 6-12 tahun, pada 

penelitian kali ini responden telah mempunyai masa kerja diatas 5 tahun.  

 

Statistik Deskriptif 

Deskriptif statistik pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel. 1  Statistik Deskriptif 

Variabel N 
Rentang 

Teoritis 

Rentang 

Aktual  
∑Mean Mean 

Std. 

Deviation 

Partisipasi Anggaran 80 6-30 18 – 29 22,54 3,76 2,728 

Kejelasan Sasaran 80 8-40 24 – 38 30,80 3,85 2,995 

Peran Manajerial 80 7-35 22 – 35 27,72 3,96 3,210 

Kinerja 80 6-30 18 – 30   23,35 3,89 3,265 

      

Uji Validitas Data 

a. Pengujian Validitas Variabel Partisipasi dalam anggaran 

Dari hasil analisis diperoleh nilai korelasi dari masing-masing faktor pada Anti-Image 

Correlation (> 0,5). Hasil pengujian analisis diketahui bahwa nilai korelasi soal 1 (0,716a), 
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soal 2 (0,807a), soal 3 (0,828a), soal 4 (0,728a), soal 5 (0,674a), dan Soal 6 (0,735a). 

Masing-masing faktor pada setiap item pertanyaan adalah lebih besar dari 0,5 sehingga 

berdasarkan hasil pengujian validitas faktor dapat disimpulkan bahwa semua faktor adalah 

valid sebagai pembentuk variabel partisipasi dalam anggaran. 

b. Pengujian Validitas Variabel Kejelasan sasaran anggaran 

 Dari hasil analisis diperoleh nilai korelasi dari masing-masing faktor pada Anti-Image 

Correlation  (> 0,5). Hasil pengujian analisis diketahui bahwa nilai korelasi soal 1 (0,610a), 

soal 2 (0,757a), soal 3 (0,731a), soal 4 (0,653a), soal 5(0,632a), Soal 6 (0,678a), Soal 7 

(0,584a), dan Soal 8 (0,602a). Masing-masing faktor pada setiap item pertanyaan adalah 

lebih besar dari 0,5 sehingga berdasarkan hasil pengujian validitas faktor dapat disimpulkan 

bahwa semua faktor adalah valid sebagai pembentuk variabel Kejelasan sasaran anggaran. 

c. Pengujian Validitas Variabel Peran manajerial 

 Dari hasil analisis diperoleh hasil korelasi dari masing-masing faktor pada Anti-Image 

Correlation sudah mencapai (> 0,5). Hasil pengujian analisis diketahui bahwa nilai korelasi 

soal 1 (0,772a), soal 2 (0,653a), soal 3 (0,650a), soal 4 (0,709a), soal 5 (0,680a), Soal 6 

(0,716a) dan Soal 7 (0,692a). Masing-masing faktor pada setiap item pertanyaan adalah lebih 

besar dari 0,5 sehingga berdasarkan hasil pengujian validitas faktor dapat disimpulkan 

bahwa semua faktor adalah valid sebagai pembentuk variabel peran manajerial. 

d. Pengujian Validitas Variabel Kinerja 

 Dari hasil korelasi dari masing-masing faktor pada Anti-Image Correlation sudah 

tergolong tinggi (> 0,5). Hasil pengujian analisis diketahui bahwa nilai korelasi soal 1 

(0,764a), soal 2 (0,767a), soal 3 (0,829a), soal 4 (0,905a), soal 5 (0,786a), dan Soal 6 (0,763a). 

Masing-masing faktor pada setiap item pertanyaan adalah lebih besar dari 0,5 sehingga 

berdasarkan hasil pengujian validitas faktor dapat disimpulkan bahwa semua faktor adalah 

valid sebagai pembentuk variabel kinerja. 

 

Tabel. 2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Nama Variabel Cronbach Alpha Ket 

Partisipasi dalam anggaran 0,754 Reliabel 

Kejelasan sasaran anggaran 0,719 Reliabel 

Peran manajerial 0,755 Reliabel 

Kinerja 0,789 Reliabel 

 

Pengujian  Hipotesis 

Adapun hasil uji regresi linear berganda dengan peran manajerial sebagai variabel 

dependen dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel  3 Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Nilai Koefisien T Sig 

Partisipasi dalam 

anggaran 

B1 0,933 12,133 0,000 

Kejelasan sasaran 

anggaran 

B2 0,194 2,798 0,007 

Peran Manajerial B3 0,034 0,492 0,624 

Adjusted R2 = 0,755          F = 82,181          ρ = 0,000          n = 80 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Partisipasi dalam anggaran terhadap kinerja pemerintah 

Pada penelitian ini diketahui bahwa variabel Partisipasi dalam anggaran berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja pemerintah, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini 
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menunjukan bahwa Partisipasi dalam anggaran yang dimiliki oleh pimpinan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden, pada variabel partisipasi dalam anggaran, item 

pertanyaan mengenai partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran lembaga, 

mempunyai nilai rata-rata terbesar yaitu 4,1 dengan kategori sering, dimana terdapat 52,5% 

responden yang menjawab sering, 28,8% responden yang menjawab sangat sering, sisa 

18,8% menjawab kategori cukup, sementara kategori jarang dan sangat jarang 0%.  

Demikian juga pada nilai rata-rata terendah, masih berada dalam kategori sering, yaitu 

berada pada item pertanyaan mengenai pengaruh pendapat responden pada saat anggaran 

mencapai final, dimana 48,8% responden menjawab kadang-kadang, 41,2% menjawab 

kategori sering, 7,5% kategori sangat sering, dan 2,5% responden yang menjawab jarang, 

sedangkan kategori sangat jarang 0%.  

 Koefisien regresi pada persamaan regresi pada model pertama dari variabel Partisipasi 

dalam anggaran pada hipotesis pertama (H1) adalah positif dengan pengaruhnya yang 

signifikan. Berdasarkan koefisien regresi dari variabel Partisipasi dalam anggaran yang 

signifikan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Dengan diterimanya 

hipotesis ini berarti bahwa Partisipasi dalam anggaran  dalam penelitian ini  sudah mampu 

menjadi salah satu faktor yang  dalam mempengaruhi kinerja pemerintah di  Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu.  

 Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riharjo (2001) yang 

menjelaskan bahwa interaksi antara penganggaran partisipatif dan sruktur desentralisasi 

organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja, hasil penelitiannya menunjukkan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran sudah diterapkan, semakin tinggi partisipasi dalam 

penyusunan anggaran, maka semakin tinggi kinerja. Demikian juga pada penelitian yang 

dilakukan oleh  Indriantoro (2000) yang menemukan bahwa partisipasi penganggaran dan 

kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan, namun bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Philipus (2011) dimana, dalam penelitiannya menemukan 

bahwa adanya partisipasi anggaran tidak meningkatkan kinerja. 

 

Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja Pemerintah 

Dari hasil jawaban responden pada variabel kejelasan anggaran nilai rata-rata yang tertinggi 

(4,09) yang berada pada item pertanyaan mengenai kejelasan ukuran, dimana terdapat 

57,5% responden menjawab sering, 26,25% responden menjawab sangat sering, 15% berada 

pada kategori cukup dan hanya 1,25% responden yang menjawab pada kategori  kategori 

jarang. Sementara nilai rata-rata terendah adalah 3,53 dimana, masih dalam kategori sering, 

yang berarti APBD telah disusun dengan sering berdasarkan unsur transparansi dan 

akuntabilitas, dan jika dilihat dari nilai persentase tertinggi, pada item pertanyaan ini 

mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu 48,75%, kemudian 38,75% responden 

menjawab sering, dan responden yang menjawab sering sekalisebanyak 8,75%, sementara 

responden yang menjawab jarang hanya 3,75%. 

 Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga hipotesis kedua 

diterima. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi kinerja 

pemerintah. Dalam optimalisasi penganggaran dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaannya. 

Anggaran yang tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuainya kegunaan 

dari anggaran yang semula direncanakan. Sasaran anggaran daerah harus bisa menjadi tolak 

ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah dapat 

menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Darma (2004), 

dimana terdapat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks 

pemerintah daerah. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Suhartono dan Solichin (2007) yang menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 

Pengaruh peran manajerial  terhadap Kinerja Pemerintah 

Dari hasil jawaban responden secara keseluruhan, diperoleh nilai rata-rata jawaban 

responden pada variabel peran manajerial (X3) adalah 3,96 karena berada pada kisaran 3,41-

4,2 hal ini berarti bahwa peran manajerial yang dimiliki pimpinan dalam lingkungan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah terkategori sering. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel peran 

manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah, sehingga 

hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukan bahwa peran manajerial yang dimiliki oleh 

pimpinan belum memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah di SKPD Provinsi 

Bengkulu. 

 Koefisien regresi pada persamaan regresi pada variabel peran manajerial pada 

hipotesis ketiga (H3) adalah positif dengan pengaruhnya yang tidak signifikan. Berdasarkan 

koefisien regresi dari variabel peran manajerial tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis 

ketiga ditolak. Dengan ditolaknya hipotesis ini berarti bahwa peran manajerial  dalam 

penelitian ini belum mampu menjadi salah satu faktor yang dalam mempengaruhi kinerja 

pemerintah di  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu.  

 Dengan demikian, penelitian ini ternyata bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rohman (2007), yang menjelaskan bahwa peran manajerial pengelola 

keuangan Daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaran 

pemerintahan yang efisien dan efektif. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa peran 

manajerial pengelola keuangan daerah dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Hal yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajra 

(2011) hasil penelitian yang diperoleh adalah ternyata  kepemimpinan dan budaya organisasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Demikian juga, pada penelitian Bass, et al 

(2003) kepemimpinan transaksional berpengaruh negatif  terhadap kinerja. Hal yang serupa 

pada penelitian yang dilakukan oleh Avolio et., al (2004) menunjukkan adanya pengaruh 

negatif kepemimpinan transaksional pada  kinerja. Dengan demikian penelitian ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan.  

 Dari hasil temuan lapangan peneliti, terdapat hal yang memungkinkan mengapa peran 

manajerial belum mampu dalam mempengaruhi kinerja pemerintah, diantaranya yaitu dari 

jawaban responden pada variabel peran manajerial ternyata pada item pertanyaan mengenai 

kecenderungan memantau setiap pekerjaan bawahannya hanya 13,75% responden yang 

menjawab dengan nilai tinggi, sementara persentase paling tinggi berada pada kategori 

jawaban cukup, hal ini menunjukkan bahwa, kapasitas pemantauan yang dilakukan oleh 

manajer atau pimpinan kepada bawahannya  terhadap pekerjaan belum mencapai tahap 

optimal, pimpinan belum melakukan pengawasan atau pemantauan secara penuh. Selain itu 

dari jawaban responden bahwa manaejerial kurang menjelaskan tentang keputusan yang 

akan diambil, ini terbukti dengan jawaban mayoritas responden terletak pada kategori 

cukup. 

 Selain itu, melihat dari fakta yang terjadi, dalam sistem pemerintahan, seringkali 

terjadinya pengalihan jabatan yang terlalu cepat di tahap pimpinan, seperti pemutasian 

kalangan pejabat, sehingga pemantapan pertanggungjawaban terhadap kerja dapat menjadi 

lemah. dari beberapa temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan perwakilan 

Provinsi Bengkulu, yang diantaranya yaitu terdapat pemborosan penganggaran, pengadaan 

yang tumpang tindih, lemahnya pengelolaan sumber daya seperti ini dimungkinkan 

disebabkan karena buruknya peran manajerial. Dalam penelitian yang dilakukan Praja 

(2012), saat dilakukan pra observasi terhadap perusahaan, ditemukan fakta bahwa terdapat 

permasalahan dimana hubungan antara manajer dan agen kurang berjalan dengan sering. 

Hal ini dikarenakan faktor kepemimpinan dari manajer yang membuat keputusan yang 
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kadang sepihak dan kurangnya sosialisasi terhadap suatu keputusan yang dibuat. 

Menurut  Avolio et., al (2004) adanya pengaruh negatif kepemimpinan transaksional 

pada  kinerja itu kemungkinan dikarenakan item dalam skala imbalan kontinjen MLQ 

(Multifactor Leadership Questionnaire) lebih menekankan pada transaksi antara pemimpin 

dan pengikut, namun kurang memberikan pengakuan terhadap pengikutnya. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Provinsi Bengkulu, maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Partisipasi dalam anggaran 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi tingkat partisipasi dalam anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja pemerintah.. 2. Kejelasan sasaran anggaran 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat Kejelasan sasaran dalam anggaran maka semakin tinggi pula tingkat 

kinerja pemerintah.. 3. Peran Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa belum mampu menjadi salah satu faktor 

yang  dalam mempengaruhi kinerja  pemerintah di  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Provinsi Bengkulu  

Partisipasi dalam anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan peran manajerial secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi partisipasi dalam anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan peran 

manajerial akan semakin tinggi pula tingkat kinerja pemerintah dalam Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu. 
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